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PER^'IIT.'IAfr KERJA SAMA

AITTARA

DII'TAS KEPEITDUDUKAII DAIT PEITCATATAIT SPIL
KOTA PAI"AITGITA RAYA

DENGAN

BAI'AIT PEilGTLOLA PA.'N{ DA1T RTTRIBUSI DATRAII
KO?A PALASGKA NAYA

-ltQgQR: a7ol s66 /pKpSrX 12023
NOMOR: 47O I 1568. 18/sektlBppRD/X/ rO2B

TEITTANG

PEMAfiTAATAJS ITOMOR MDUK TTEPENDUDUKAIT, DATA I{EPENDIIDUI(AN
DAN KARTU TAfiDA PENDUDUK ELTKTRONIK DALAM LAYAT{AN LINGKUP TUGAS

BN)AN PEIITGEI,OLA PAJAI( DAN RE"TRIBUSI DAERAII
KOTA PALITNGKA RAYA

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan olrtober tahun
tig*, bertempat di. Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota
bertanda tangan di bawah ini:

Ihra ribu dua puluh
Palangka Raya yang

1. Nama
Alamat
Jabatan

2. Nama
Alamat
Jabatan

Dra. FIFI ARFINA, M.Si
Jalran G. obos xt/]!.soekarno (Lingkar Dalam) palangka Raya (z31r uPlt' Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatansipil xota rara"gr.aRaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas
Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota palangka Raya yang
selanjutnya disebut PIHAI( I{ESATU.

tMI ABRIYAITI, S.E rU.Si
Jalan Yos Sudarso Nomor 2 palangka Raya (2311U
Kepala Badan P91s9191a pajak Dan Retiibusi Daerah Kota pal,angka
Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas narna Kepala replh
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota palangka Raya, yang
selanjutnya disebut PIIIAX KEDUA.
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PIIIAII KESA:IU dan PIHAK KTDUA yang selanjutnya secara hersama-sama disebut
PARA PIIIAI(, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIIIAK IITSATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palangka Raya yang menjadl
kewenangan daerah Kota Palangka Raya.

* bahwa PIIIAI( KEDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kepala
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota palangka Raya.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tarrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor' 46741, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 {kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013
Nomor 232,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a75);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2Ol9 tentang Pelaksanaan Undang-Und.ang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Teh[
Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pirubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA6 Tentang Administrasi Kependudukan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 635a);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang pemberian Hak
Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara RepubUk Ind"onesia
Tahun 2ALg Nomor 1611);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2A2L tentang Sistem Manajemen
Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;

5. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 46 Tahun 2A21 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kipendudukan
dan Pencatatan Sipil Kota palangka Raya;

6' Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependud,ukan dan pencatatan Sipit
Kementerian Dalam Negeri Nomor : 400.8. t.i1 UeSlDukcapil tanggal, 2 Februari
2023 hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependldukan

I-ARA PIIIAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda PJnduduk Elektronik Dalam
Lingkup Tugas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya dengan
ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan
peran PARA PIIIAI{ dalam rangka veri{ikasi dan validasi data wajib pajak Daerah dalam
layanan PIIIAI( KEDUA melalui pemanf,aatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data
Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTp-el).



Pasd 2
Kewqiiban PARA PII{AK !

(1) PIHAK KtSAfU mempunyai kewajiban untuk:
a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan)

berupa NIK, no. KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir,
tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat
sekarang kepada PII{AI( I(EDUA berdasarkan NIK melalui metode u.teb pofial;

b. menyediakan jaringan komunikasi data dari PtrIAK KF,SATU kepada PIIIAK
KTDUA untuk 1 (satu) titik jaringan berbasiskan jaringan tertutup atas biaya
anggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kota Palangka
Raya;

c. memberikara user id dan pa"ssword kepada PIHAK I{EDUA yang pengelolaannya
menjadi tanggung jawab PIIIAK KTDUA; dan

l2l PIHAK I{EDUA mempunyai kewajiban untuk:
a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang

diterbitkan PIIIAIT KEDUA;
b. memberikan data berupa nomor wajib pajak dan jenis pajak daerah sebagai data

balikan;
c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang

diakses dari PIHAI( I{ESATU;
d. memberikan layanan PIHAI( IIEDUA berdasarkan KTP-e1 danlatau Identitas

Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el
dan/atau IKD;

e. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el danlatau IKD melalui media cetak
dan/atau elektronik;

f. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan
yang diakses dari PIHAII IITSATU;

g. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program
PIHAK I{TDUA;

h. menerapkan standar nasional Indonesia international organization for
standardizntion/international eledrotechnical commission 27AA1 dan menyerahkan
serti{ikat ISO/IEC 27OOl dimaksud paling lambat 6 {enam} bul.an sejak
ditandatanganinya pe{anjian kerja sama ini;

i. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan
penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIIIAII KESATU dan
tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Pe4'anjian
Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3
HaK PARA PIHAK

PIHAI( I(F,SATU mempunyai hak untuk:
a. mengavrasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;
b. mendapatkan data balikan nomor wajib pajak dan jenis pajak daerah dari PIHAK

KTDUA yang data kependudukannya telah diakses oleh PIHAK KTDUA
berdasarkan Pedanjian Kerja Sama ini;

(u
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c' mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari prHN( xtDUA terhadap
IjrTf;*Xihrffif dan program PrHAK xppua atas akqes data rep.rrouaukan

d' mendapatkan jaminan dari PIrrAr( r{tDU{_tgrhadap kerahasiaan, keutuhan, dankebenaran data yang telah diakses rr"[ purar rrbue **rt" tidak dilakukannya ,,penyimpanan dan tidak- diberikannya data kepenauoukan kepada pihak lainwalaupun jangka waktu Perjanjian r"rj"i"*a ini telah berakhir.
(2) PIIIAK IIEDUA mempunyai hak untuk:

mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi g{sembilan) berupa NIK, no. KK, nam" t""gk^p,. jenis keramin, tempat rahir,tanggal/bu1an/tah_un lahir, status- perkawirian,'-'j6nis p;[il;;, dan alamatsekarang dari PITTAK r<Psaru berdasarkan NlKmelialui metoie web portal;
mendapatkan user id dan passruord. dan Prrral( rGsl\Tu yang pengelolaannyamenjadi tanggung jawab PIHAI( I(EDUA;

Pasal 4
Jangka Waktu

Perjanjian Keq'a sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya pe{anjian Kerja samaini oleh PARA PrrrAr( sampai dengan tanglal del,apan belas bulan oktober tahun Duaribu dua puluh empat, dan dapat a'ip*.panfrrrg *J"* persetujuan pARA prrIAN.

a.

b.

Berakhir"* Jf"l;n Kerja sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

a' jangka waktu Pea'anj.{1 .Kprja sama telah berakhiT dan/,atau atas kesepakatan pARAPrrrAr{ untuk mengaktriri ker"rja sama ;-b-d; j;gd;;r.ti}"4"njian Kerja sama iniberakhir; dan
o 

fi3fflk*fltrB:Hlj,"l1*i?Bl}ykerembagaan PIrr4K xrDUA, sehinssa perru

Pasal 6
Keadaan Memaksa (Force Mqieure)

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA pIrrAK atau keadaan memaksa, dapatdilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIIIAIL

{2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakanpemerintah yang mengakibat$f !a4. dapai dilanjutkaniiya perar.*rr**r, p"ti":i""
Ke{a Sama ini dan apabila tedadi hal-hal di l r*r kekuasaan pARA PIIIAK.
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Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan !

(1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan
p"l*kon.an Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIIIAK akan diselesaikan secara "

musyawarah untuk mufakat.

t2l Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 8

Erraluasl dan PetraPoran

(1) pIHAIL IITDUA berkewajiban mimbuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data
Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan
bulan Desember untuk semester kedua kepada PIIIAI( KESATU.

t2l PIH61( I;ESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan
KTP-el secara berkala atas laporan PIIIAK IITDUA sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(3) PIHAK I{ESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan
dan KTP-e1 sewaktu-waktu.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ dan ayat (3) dilaporkan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

Pasd 9
Lain-Lain

(1) Dalam ha1 PIIIAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2), maka PIIIAN XTSATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

(21 Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian
Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIIIAK yang

dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian

Keri'a Sama ini.

(3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam peliaksanaan Perjanjian Kerja

Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIIIAK dan

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
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Pasal 1O

Penutup 
L

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing
dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ,

ditandatangani PARA PIHAIi.

W
ARtr.INA! il.Sl
Ttngkat I (w/bl

198391 2 0(}1 nrP. 19671005 t99412 2 o,o/2

ffiffi BMI ABRrYArtr, S.t.rl[.Si.
Pemblna Ttngkat I (nr/bl
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